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ABSTRAK

SELLY WULANDARI, NPM : 1405170147. Analisis Pelaksanaan Penagihan
Dan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pada
Bapenda Kabupaten L angkat. Skripsi, Tahun 2018.

Daam rangka pelaksanaan Peraturan Bapenda Kabugpten Langkat Nomor 5
Tahun 2011 tentang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
perlu ditetapkan peraturan Pemerintah Kabupaten Langkat tentang petunjuk
pelaksanaan Pemungutan Pgak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB). Adapun dalam Peraturan Bapenda Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun
2011 menjelaskan tentang tatacara dan aturan yang berkaitan dengan prosedur serta
tarif yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran bea izin pembangunan atau
perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan
penagihan dan pemungutan pgjak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat?. Selain itu tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Langkat. Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data
yaitu wawancara dan studi dokumentas, sedangkan teknik analisis data yang
digunakan yaitu metode analisis deskiptif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penagihan dan
pemungutan BPHTB dilakukan dengan cara penagihan dengan surat teguran setelah
jatuh tempo, surat paksa jikalebih dari 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Selain
itu prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan tata
cara perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang terutang berdasarkan pokok-pokok aturan yang telah ditetgpkan
seperti Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

Kata Kunci : Penagihan danPemungutan Pajak BPHTB
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, sektor pgak daerah
merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu
kelancaran jaannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan tujuan
untuk meningkatkan kesegjahteraan seluruh masyarakat. Penerimaan pagjak daerah
dalam menggai potensi pendapatan asli daerah (PAD), ada beberapa jenis pgak
diantaranya pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), paak
hotel, pgak reklame, paak penerangan jaan, pagak bahan galian C, paak
pemanfaatan air bawah tanah, pgjak hiburan dan pgjak restoran.

Daam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Bapenda Kabupaten Langkat
Nomor 1 Tahun 2011 tentang paak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), perlu ditetepkan peraturan Pemerintah Kabupaten Langkat tentang
petunjuk pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB). Adapun dalam Peraturan Bapenda Kabupaten Langkat Nomor 1
Tahun 2011 menjelaskan tentang tata cara dan aturan yang berkaitan dengan prosedur
serta tarif yang dikenakan berkaitan dengan pembayaran bea izin pembangunan atau
perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Diantara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya

sepenuhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),



oleh karenaitu upaya peningkatan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah perlu
mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, dengan maksud agar daerah tidak
terlalu mengandal kan/menggantungkan harapan pada pemerintah tingkat akan tetapi
harus mampu mandiri sesuai cita-citaotonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Hal ini dijelaskan oleh Santoso, Nangoi dan Pusung (2015, hal. 1) bahwa“ Sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemungutan BPHTB
dan juga dalam hal pembangunan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan terus
mengalami kemagjuan. BPHTB menjadi pgak daerah yang berpotensi meningkatkan
Pendapatan Adli Daerah, dan berpotensi meningkatkan local taxing power kabupaten
dan kota’.Salah satu sektor pajak yang menjadi masukan pgak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) karena Bapenda Kabupaten Langkat merupakan
deerah yang memiliki banyak tempat pariwisata, sehingga banyak pgak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pendapatan yang
memberikan kontribusi yang besar dalam pendapatan asli daerah.

Dari segi perkembangan penerimaan mengalami fluktuasi peningkatan maupun
penurunan. Secara keseluruhan dari segi pemungutan BPHTB yang menjadi kendala
pada umumnyayaitu prosedur pembayaran.

Dengan demikian yang ditemukan berdasarkan target dan realisasi pgjak yang
diperoleh dari tahun 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan masih adanya readlisasi
perolahan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tidak
sesuai dengan jumlah target yang ditetgpkan sebelumnya. Untuk |ebih jelasnya dapat

kitalihat dalam tabel dibawah ini:



Tabel 1.1.
Target dan Realisas Penerimaan Pendapatan Daerah
Kabupaten L angkat Tahun 2012-2016

Target pajak Bea Realisasi Perolehan Pajak Per sentase
Tahun | Perolehan Hak AtasTanah | BeaPerolehan Hak Atas %
dan Bangunan (BPHTB) Tanah dan Bangunan
2012 8.500.000.000 8.834.958.844 103,94
2013 6.500.000.000 6.901.850.000 106,18
2014 6.500.000.000 3.180.953.308 48,94
2015 6.500.000.000 4.102.995.090 63,12
2016 6.500.000.000 3.854.310.944 59,30

Sumber : Badan pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan sumber dari Bapenda Kabupaten Langkat
pada tahun 2012dan 2013, jumlah redisasi perolehan pajak Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami peningkatan yaitu 2012 103,94% dan
2013 106,18% . Akantetapi pada tahun2014 sampai dengan tahun 2016, mengalami
penurunan yaitu 2014 48,94%, 2015 63,12 % dan 2016 59,30%.maksud dari tabel 1.1
bahwa kita mengetahui pencapa

Sedangkan menurut Waluyo, (2011, hal. 84) bahwa “Pencapaian target pajak
sangat menentukan peningkatan perekonomian bagi daerah tertentu.Hal ini sesuai
dengan besarnya jumlah wajib pajak yang memenuhi kewgjiban pajaknya, dimana
semakin besar wajib pajak yang sadar dan membayar kewgjibannya maka akan
semakin besar pula perolehan pajak suatu daerah”.

Satu ha yang harus dicermati, tidak tercapainya realisasi target pajak Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sudah di targetkan untuk
Bapenda Langkat ini diduga belum optimalnya mekanisme atau prosedur penagihan

dan pemungutan serta beberapa syarat yang dilakukan pihak Bapenda kepada



WajibPgjak sebelum melakukan pembayaran.Selaku unsur  pelaksana dan
penanggung jawab dalam bidang pengelolahan keuangan daerah, sehingga satuan unit
kerjayang terkait dengan kegiatan pemungutan pgak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) belum mampu mencapai target penerimaan sesua yang
diharapkan.

Menurut Siti Resmi (2013, hal.10) bahwa “untuk mencapa tujuan
pemungutan pgak perlu memegang teguh asas pemungutan pgak dalam memilih
aternatif pemungutannya.Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan
tujuan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pagak
tertentu”.

Menurut Mardiasmo (2011, hal.125) bahwa “ serangkaian tindakan penagihan
paak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan
sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, dan menjua barang yang telah disita’’.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuralkan serta dengan
fenomena yang ditemui, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisanya
dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:” Analisis
Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat”.



B. Identifikas Masalah
Berdasarkan uraian diatas penulis mengidentifikasi masalah yaitu:
1. Belum optimalnya mekanisme atau prosedur penagihan dan pemungutan serta
beberapa syarat yang dilakukan pihak Bapenda Kabupaten Langkat kepada
wajib pajak sebelum melakukan pembayaran.
2. pgak BPHTB pada tahun 2014-2016 belum mencapai target yang telah
ditetapkan pihak Bapenda Kabupaten Langkat.
C. Rumusan M asalah

Untuk memberikan arah bagi jalannya suatu penelitian, maka dirumuskan
masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian, yaitu Bagaimana
Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pgjak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendgpatan Daerah Kabupaten Langkat?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.
Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan
penagihan dan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten L angkat.



Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagal berikut :

1. Bagi pendliti.
Bagi peneliti menambah pengetahuan analisis pelaksanaan penagihan
danpemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

2. Bagi pihak perusahaan.
Bagi pihak perusahaan sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang
dapat dijadikan sebaga dasar dalam memecahkan masalah yang sedang
dihadapi sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.

3. Bagi pendliti lain.
Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagal dasar perbandingan bagi peneliti

lain yang meneliti masalah yang sama



BAB ||
LANDASAN TEORI

A.Uraian Teoritis
1. Dasar Perpajakan
a. Pengertian Pajak

Pengertian pgak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adaah sebagai berikut: “Paak adaah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”.

Pengertian pagjak menurut Wauyo (2011, hal. 2) adalah sebagai berikut:
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi
kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran  umum  berhubungan dengan tugas negara Yyang
menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Suandy (2011, hal. 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi
tersebut adalah sebagal berikut:

1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.



2) Pgjak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pel aksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

3) Daam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi
langsung secaraindividual yang diberikan oleh pemerintah.

4) Pgjak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah.

5) Pgak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila
dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai
public investment.

6) Paak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari
pemerintah.

7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Fungsi Pajak
Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari
berbagal definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Wauyo (2011, hal. 6)
yaitu sebagai berikut:
1). Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak
dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2). Fungsi Mengatur (Regular) 17



Pajakberfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih
tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang

mewah.

c. Asas Pemungutan Pajak
Adapun asas pemungutan pgak yang diungkapkan Waluyo (2011, hal.16) sebagai
berikut:
1). Asas Tempat Tingga
Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan
Wajib Pgak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak.Wajib Pgak yang
bertempat tingga di Indonesia dikenal pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.
2). Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara.Asas ini diberlakukan
kepada setigp orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk
membayar paak.
3). Asas Sumber Negara mempunyai hak untuk memungut pagjak atas penghasilan
yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak.Dengan demikian,
Wajib Pgjak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
dikenakan paak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib

Pgjak.
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d. Cara Pemungutan Pajak
Menurut Waluyo (2011, hal. 160) mengemukakan tentang cara pemungutan
pajak dilakukan berdasarkan tiga stel sel adalah sebagai berikut:

1) Stelsel nyata(rill stelsel)
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan stelsel ini
adalah pajak yang dikenakan lebih redistis.Kelemahannya adalah pajak
baru dgpat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil
diketahui).

2) Selsel anggapan (fictive stelsel)
Pengenaan pg ak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang, sebaga contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya sehingga awa tahun pajak telah dapat ditetgpkan
besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjaan. Kelebihan stelsel
ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu
akhir tahun.Kelemahannya adalah pgjak yang dibayar tidak berdasarkan
pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Selsel campuran
Selsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan selsel
anggapan.Pada awal tahun, besarnya pagak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pgak disesuaikan dengan

keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih
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besar daripada pgak menurut anggapan, maka Wajib Pgak harus
menambah kekurangannya.Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil,

maka kel ebihannya dapat diminta kembali.

e. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan paak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo
(2011, hal. 17) sebagai berikut:
1SistemOfficial Assessment
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang. Ciri-ciri official assessment system adal ah sebagai berikut:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
b. Wajib Pgjak bersifat pasif.
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Sistem Self Assessment
Sistem ini merupakan pemungutan paak yang memberi wewenang,
kepercayaan, tanggung jawab kepada Wagib Paak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
harus dibayar.
3. Sistem Withholding
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang
kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang

terutang oleh Wajib Pgjak”.
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2. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
a. Pengertian Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Menurut Rochmat Sumitro (2012, hal. 84) bahwa pajak adalah peralihan
kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan
sumber utama untuk membiayai investasi publik (public investment) (Erly Suandy,
2011, hal. 2).

Paak Daerah dan Retribusi Daerah tentang pajak yang dimaksud dengan
paak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.Daerah Otonom adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspiras masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia (Siahaan, 2015, hal. 51).

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pagak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Dasar hukum
BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor
20 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kemudian pajak ini masuk dalam UU
No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD Pasal 85 sampal dengan Pasal 93. Peraturan

terkait lainnyaantaralan:
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 111 s.d. 114 tahun 2000,

2.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
telah bebergpa kai diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 91/PMK.03/2006, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
516/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Perolehan
Objek Pgak Tidak Kena Pgak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana terakhir diubah dengan PMK  Nomor

14/PMK.03/2009.

b. Subjek dan Objek BPHTB

Anjarini dan Kusujarwati (2012, hal. 8) menjelaskan bahwa “Subjek paak
BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan dengan kata lain adalah pihak yang menerima pengalihan hak baik itu
badan mapupun orang pribadi.Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar
pajak menjadi wajib pgak’.

Objek pgak BPHTB adaah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu
terhadap peristiwahukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peraihan haknyayang
meliputi pemindahan dan pemberian hak baru Perolehan hak mdliputi;

a. Pemindahan hak

1. Jud beli,

2. Tukar menukar,
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3. Hibah yaitu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas

tanah atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu,

4 Hibah wadiat, yaitu suatu penetgpan wasiat yang khusus mengenai

pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau
badan hukum tertentu, yang berlaku setalah pemberi hibah meninggal
dunia,

. Waris yaitu pengalihan hak yang dilakukan terhadap tanah dan atau
bangunan dalam garis keturunan lurus,

. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, yaitu pengalihan
hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau kepada badan
hukum lainnya,

. Pemisahan yang menyebabkan peralihan, yaitu pemindahan sebagian hak
bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan
kepada sesama pemegang hak bersama,

. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyal kekuatan hukum tetap, yaitu
peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak
kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut,

. Penunjukkan pembeli dalam lelang, yaitu penetapan pemenang lelang oleh

pejabat lelang sebaga mana yang tercantum dalam risalah lelang,

10. Penggabungan usaha, yaitu penggabungan dari dua badan usaha atau lebih

dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan

melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung,
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11. Peleburan usaha, yaitu penggabungan dari dua atau lebih badan usaha
dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidas badan-badan
usaha yang bergabung tersebut,

12. Pemekaran usaha, yaitu pemisahan suatu ussha menjadi dua ussha atau
lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian
aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa
likuidasi badan usahayang lama,

13. Hadiah, yaitu suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah
dan bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada
penerima hadiah.

b. Pemberian hak baru.

1. Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada
orang pribadi atau badan hukum dari negara atas tanah yang berasal dari
pelepasan hak,

2. Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang
pribadi atau badan hukum dari negara atau dari pemegang hak milik

menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

c. Jenis-Jenis Hak atas Tanah
Diatur dalam UU Pokok Agraria (UU No. 5/ 1960) mengatur tentang jenis-

jenis hak atas tanah yaitu:
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. Hak milik, yaitu hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang pribadi atau badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah,

. Hak guna usaha yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai
langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan
oleh perundang-undangan yang berlaku,

. Hak guna bangunan, adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu
yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
peraturan dasar pokok-pokok agraria,

. Hak paka adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain
sesua dengan perjanjian, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau
perjanjian pengolahan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,

. Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik atas satuan yang
bersifat bagian bersama benda bersama, tanah bersama yang semuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang
bersangkutan,

. Hak pengelolaan yaitu hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaanya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain

berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah
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untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian dari tanah

tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga

d. Objek yang Tidak Dikenakan BPHTB,
Y ang bukan merupakan objek yang dikenakan BPHTB menurut Suhartono,
dkk, (2010, hal. 48) adalah objek pajak yang diperoleh :
1. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan
pembangunan gunakepentingan umum,
3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetgpkan oleh
Menteri Keuangan,
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak dan perbuatan hukum lain
dengan tidak adanya perubahan nama,
5. Karenawakaf atau warisan,

6. Untuk digunakan kepentingani badah.

e. Dasar Pengenaan BPHTB

pasad 6 UU BPHTB menyebutkan dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai
Perolehan Objek pajak (NPOP) yaitu:

1.Transaksi Jual Beli adalah harga Transaksi

2.Transaksi Tukar Menukar adalah Nilai Pasar

3.Transaksi Hibah adalah Nilai Pasar

4 Transaksi Hibah Wasiat adalah Nilai Pasar
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5.Transaksi Waris adalah Nilai Pasar

6.Transaksi Pemasukan dalam Perseroan/ Badan Hukum adalah Nilai Pasar
7.Transaksi Pemisahan Hak adalah Nilai Pasar

8.Transaksi Peralihan hak karena Putusan Hakim adalah Nilai pasar
9.Transaksi Pemberiann Hak Baru adalah Nilai Pasar

10.Transaksi Penggabungan Usaha adalah Nila Pasar

11.Transaksi Peleburan Usaha adaah Nilai Pasar

12 Ttansaks Pemekaran Usaha adalah Nilai Pasar

13.Transaksi Hadiah adalah Nilai Pasar

14.Transaksi Lelang adalah harga yang tercantum dalam Risalah Lelang

f. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTK P)

Selanjutnya didalam pasal 7 UU BPHTB, pemerintah menentukan suatu batas
nilai perolehan tidak kena paak yang disebut Nila Perolehan Objek Pajak Tidak
Kena Paak (NPOPTKP). Ketentuan pasal 7 ini dijabarkan lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 113
Tahun 2000 tanggal 1 Desember 2000 yang kemudian ditindaklanjuti lagi dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000.
Keputusan Menteri Keuangan ini kemudian mengalami perubahan dan yang terakhir
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008 tanggal 22
Februari 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor

516/KMK.04/2000 Tentang Tata CaraPenentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek
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Paak Tidak Kena Pgak BPHTB. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
33/PMK.03/2008 ini beriskan ketentuan sebagai berikut:

1. untuk perolehan hak karena waris , atau hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu dergjat ke atas atau satu dergat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan paing banyak
Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

2. untuk perolehan hak Rumah Sederhana Sehat (RSH) sebagaimana diatur
daam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor
03/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman
Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melaui KPR bersubsidi,
dan Rumah Susun Sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Negara Perumahan Rakyat Nomor 7/PERMEN/M/2007 tentang Pengadaan
Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi
Perumahan Medalui KPR Rumah Susun Bersubsidi, ditetgpkaan sebesar
Rp.49.000.000,00 (empat puluh sembilan jutarupiah),

3. untuk perolehan hak baru melalui program pemerintah yang diterima
pelaku usaha kecil atau mikro dalam rangka Program Peningkatan
Sertifikasi Tanah untuk Memperkuat Penjaminan Kredit bagi Usaha Mikro
dan Kecil, ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh jutarupiah),

4. untuk perolehan hak selain perolehan hak sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, dan huruf c, ditetapkan paling banyak Rp.60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah),
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5. dalam ha NPOPTKP yang ditetgpkan sebagaimana dimaksud pada huruf d
lebih besar daripada NPOPTKP yang ditetgpkan sebagaimana dimaksud
pada huruf b, maka NPOPTKP untuk perolehan hak sebagaimana
dimaksud pada huruf b ditetapkan sama dengan NPOPTKP sebagaimana
ditetapkan pada huruf d,

6. dalam hal NPOPTKP yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf
lebih besar daripada NPOPTKP yang ditetgpkan sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢, maka NPOPTKP untuk perolehan hak sebagaimana
dimaksud pada huruf c ditetapkan sama dengan NPOPTKP sebagaimana
ditetapkan pada huruf d. Besarnya NPOPTKP ditetgpkan secara regional,
maksudnya adaah NPOPTKP tersebut ditetapkan per daerah tingkat Il
(Kabupaten/Kota) dengan mempertimbangkan usulan dari Kepala Daerah
yang bersangkutan.

Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD (Peraturan Daerah
dan Retribusi Daerah) pasal 85 ayat (4), (5) dan (6) besarnya NPOPTKP ditetgpkan
paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Kemudian untuk
perolehan hak karena waris atau hibah wasiat NPOPTKP ditetgpkan paling rendah
Rp. 300.000.000,00. NPOPTKP menurut UU PDRD tersebut akan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

g. Tarif dan Pembayaran BPHTB
Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2000 Pesal 5 adalah sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek
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Pajak Kena Pgjak (NPOPKP). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang
PDRD (Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah) Pasal 88 disebutkan bahwa tarif
BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pajak yang terutang dibayar ke kas negara melaui Kantor Pos dan atau Bank Badan
Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau Tempat Pembayaran
lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan Surat Setoran Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan atau Bangunan (SSB).

Direktorat Jendera Pagjak (menurut UU No. 20 Tahun 2000) atau Kepaa
Daerah (menurut UU No. 28 Tahun 2009) dalam jangka waktu 5 tahun sesudah
terutangnya BPHTB setelah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan Igpangan
ataupun kantor dan dapat menerbitkan Surat Ketetgpan Bea (SKB) atau Surat
K etetgpan Pgjak Daerah (SKPD):

1. Lebih bayar (LB), apabila pgjak yang dibayar ternyata lebih besar daripada
jumlah pajak yang terutang atau dilakukan pembayaran pagjak yang tidak
seharusnya terutang,

2. Nihil (N), apabila jumlah pgjak yang dibayar sama dengan jumlah pajak
terutang,

3. Kurang bayar (KB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lainnyaternyata jumlah pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

4. Kurang bayar tambahan (KBT) gpabila ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap (novum) yang menyebabkan penambahan

jumlah pajak yang terutang kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan.



22

Terhadap jumlah kekurangan pgak yang terhutang dalam SKBKB tersebut
dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pgjak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (sehingga maksimal
48%) terhitung sgjak tangga terutangnya pagak. Sedangkan terhadgp kekurangan
pagak yang terutang dalam SKBKBT dikenakan sanks administrative berupa
kenakan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut, namun demikian jika
WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan maka kenaikan tersebut tidak
dikenakan. Jangka waktu pelunasan SKB tersebut adalah 1 bulan sgjak tanggal

diterbitkannya surat ketetgpan.

h. Surat Tagihan BPHTB (STB)
Menurut UU No. 20 Tahun 2000 Direktorat Jenderal Pgjak dapat menerbitkan
STB gpabila;
1. Pgjak yang terutang tidak atau kurang bayar,
2. Dari hasil pemeriksaan kantor surat setoran BPHTB terdapat kekurangan
pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung,
3. Wgjib pagak dikenakan sanksi berupa denda dan atau bunga,
4. Sanksi administrasi dikenakan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka
waktu paing lama 24 bulan sejak terutangnya pajak.
Sanks administrasi berupa bunga 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama
24 bulan dapat dikenakan apabila hasil pemeriksaan menyatakan kurang bayar, sanksi
ini dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat

K etetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB).
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i.Hak WP untuk Keberatan BPHTB
Daam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya SKP yang dapat dibuktikan
dengan cap pos, Wajib pajak dapat mengaukan keberatan terhadap:

1. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kurang Bayar
(SKBKB),

2. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kurang Bayar
Tambahan (SKBKBT),

3. Surat Ketetgpan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Lebih Bayar
(SKBLB),

4. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Nihil (SKBN).

Syarat pengajuan keberatan;

1. Digjukan secaratertulis dalam bahas Indonesia,

2. Mengemukakan jumlah pgak yang terutang menurut perhitungan
wajibpajak dengan disertai adasan yang jelas dengan mengemukakan data
atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang
ditetapkan oleh fiskus tidak benar, Keberatan yang tidak memenuhi
persyaratan tidak dianggap sebaga surat keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan. DJP harus memberi keputusan atas keberatan apakah
diterima, ditolak atau bahkan menambah besarnya pgak terutang dalam

jangkawaktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat ketetgpan diterima.
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. Hak WP untuk Banding BPHTB

Apabila permohonan keberatan ditolak, WP masih dapat mengajukan upaya
Banding ke Pengadilan Pgjak dalam jangka waktu 3 bulan sgjak diterimanya SK
Keberatan yang dapat dibuktikan dengan cap pos. Pengadilan Pgjak harus memberi
keputusan atas banding agpakah diterima, ditolak atau bahkan menambah besarnya
pajak terutang dalam jangka waktu paling lama 12 bulan.

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran pgak akan dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling
lama 24 bulan dihitung sgak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan
pembayaran pgjak sampal dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan

Banding tersebut.

k. Hak WP untuk Pengurangan

Selain hak WP untuk menggukan keberatan terhadap SKP, WP juga dapat

mengajukan pengurangan dalam hal:

1. Kondis tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan wajib pajak,
yaitu:

2. Wagjib pajak orang pribadi yang mempunya hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunya kemampuan secara
ekonomis,

3. Wgjib pgak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan

telah menguasa tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun
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yang dibuktikan dengan pernyataan wajib pgak dan keterangan dari
pejabat pemerintah daerah setempat,

. Wagjib pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah,

. Wgjib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan RS dan RSS yang diperoleh lansung dari pengembang.

. Kondis wajib pgak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu,
yaitu:

. Wgjib pgjak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil
ganti rugi pemerintah yang nilai ganti rugi dibawah nila jual objek pajak,

. Wgjib pgjak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah
yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang
memerlukan persyaratan khusus,

. Wajib pagjak yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang
berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib
pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai

dengan kebijaksanaan pemerintah,

10. Wajib pajak bank mandiri yang memperoleh hak atas tanah yang berasal

dari bank bumi daya, bank dagang negara, bank pembangunan Indonesia,

bank ekspor impor dalam rangkaian proses penggabungan usaha,
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11. Wajib pajak penggabungan usaha atau peleburan usaha dengan atau tanpa
terlebih dahulu mengadakan likuidas dan telah memperoleh persetujuan
nilai buku dalam rangka penggabungan usahadari DJP,
12. Wagjib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang
tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-
sebab lainnya seperti kebakaran banjir dan tanah longsor paling lama 3
bulan setelah penandatanganan akta,
13. Wagjib pagjak orang pribadi veteran, TNI dan pensiunan , janda/dudanya
yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas
pemerintah,
14. Tanah atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosia dan pendidikan
yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan mislanya tanah dan
atau bangunan yang digunakan antaralain untuk panti asuhan.
Pengurangan akan diproses dalam waktu paling lama 3 bulan (apabila proses
dilakukan di KPP Pratama) dan 6 bulan (apabila proses dilakukan di Kantor Pusat
Dirjen Paak) segjak tanggal diterima permohonan pengurangan BPHTB. Bagi WP
yang memenuhi syarat dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan sebelum
melakukan pembayaran BPHTB.Contohnya untuk kasus waris dan hibah wasiat,
dimana pembayaran menggunakan SSB setelah dikurangi dengan pengurangan
dilakukan terlebih dahulu baru penggukan permohonan pengurangan ke KPP
Pratama.

Daam Surat Setoran Bea diberi tanda “pengurangan dihitung sendiri” dan

jumlah setoran BPHTB setelah pengurangan.Dalam hal ini WP tetap mengajukan
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permohonan pengurangan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Bila
permohonan pengurangannya ditol ak/dikabulkan namun dalam pembayaran BPHTB-
nya masih kurang bayar maka terhadap WP tersebut akan dikenakan sanksi bunga
sebesar 2% per bulan dari kekurangan bayar tersebut, maksimum 24 bulan. Terhadap

BPHTB kurang bayar (SKBKB) tidak dapat digjukan pengurangan kembali.

|. Pengembalian K elebihan Pembayaran

Wajib pajak dapat mengajukan usul permohonan pengembalian atas kelebihan

pembayaran pa ak kepada DJP, antaralain berupa:

1. Pgjak yang dibayar lebih besar daripada seharusnya terutang,

2. Pgak yang dterutang yang dibayarkan oleh wajib pgak sebelum akta
ditandatangani, namun perolehan hak atas tanah atau bangunan tersebut
batal.

Berdasarkan kondisi di atas maka pengembalian kelebihan pembayaran dapat

diberikan karena:

1. Pengguan permohonan pengurangan yang dikabulkan bak sebagian
ataupun seluruhnya,

2. Penggjuan keberatan atau banding yang dikabulkan baik sebagian atau
seluruhnya, maka jumlah pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln
maksimal 24 bulan,

3. Pgjak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya terutang atau sudah
terlanjur bayar tetapi proses perolehan haknya dibatalkan, maka terlebih

dahulu akan dilakukan dilakukan proses pemeriksaan (Pasal 22) jumlah
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pengembalian akan ditambahkan bunga 2%/bln maksimal 24 bulan apabila
pengembalian telah lewat 2 bulan,

4 Perubahan peraturan perundang-udangan, Pengguan  permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak tersebut digukan oleh WP
ke DirJen Pajak.Kemudian DirJen Pgak dalam jangka waktu paling lama
12 bulan sejak diterimanya permohonan harus  memberikan
keputusan.Terhadap pengembalian paak tersebut WP dapat melakukan

restitusi atau kompensasi.

m. Kewajiban Ber NPWP dalam proses BPHTB

Sebagal upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kewajiban
perpa akan maka salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP adalah melalui transaksi
jual beli properti. Untuk itu DJP perlu memonitor setigp pemenuhan kewsgjiban
perpgakan WP yang akan dipantau melalui mekanisme pencantuman NPWP. Dasar
hukum proses ini adalah Peraturan Dirjen Pgak Nomor PER-35/PJ2008 tangga 9
September 2008 tentang Kewagjiban Pemilikan NPWP Dalam Rangka Pengalihan
Hak Atas Tanah/Bangunan.
Daam hal ini berarti bahwa baik penjual maupun pembeli wajib memiliki NPWP
kecuali:

a. Bagi pembeli, tidak wajib mencantumkan NPWP jika NJOP atau NPOP di

bawah Rp 60.000.000,-
b. Bagi penjual, tidak wajib mencantumkan NPWP jika PPh Final terutangnya

di bawah Rp 3.000.000,-.
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. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan. Prinsip dasar BPHTB adaah Self assessment, yaitu Wajib
Pajak menghitung dan menyetorkan pajak terutang dan melaporkannya ke
KPP Pratama,

. Subjek BPHTB ada ah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas
tanah dan bangunan,

. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan yaitu
terhadap peristiwva hukum atau perbuatan hukum atas transaksi/peralihan
haknya yang meliputi pemindahan hak dan pemberian hak baru,

. Dasar pengenaan BPHTB adaah Nilal Perolehan Objek Pgjak (NPOP),

. Batas nilai perolehan tidak kena pajak disebut Nilai Perolehan Objek Pgak
Tidak Kena Pgak (NPOPTKP),

. Tarif BPHTB menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 adalah
sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pgak Kena Pgak Kena Pgak
(NPOPKP). Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD
(Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah) ditetgpkan paling tinggi sebesar

5% dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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3. Penelitan Terdahulu
Sehubungan dengan penelitian tentang pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maka berikut ini akan

disgjikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan referensi dalam

melakukan penelitian ini yang dapat dilihat padatabel berikut:

Table2.1
Penelitian Terdahulu

No | Peneliti Judul peneliti Rumusan Hasil penelitian
masalah
1 Meilan Evaluas Bagaimana Daam proses
Agu, Peneragpan Sistem | penergpan sistem | pelaksanaan
Sifrid S. Pajak Bea pel aksanaan pemungutan pajak Bea
Pengeman | Perolehan Hak pemungutan pajak | Perolehan Hak Atas
an, Robert | Atas Tanah dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan
Lambey Bangunan Hak Atastanah belum berjaan dengan
(2015) (BPHTB) Sebagai | dan Bangunan di | baik ini dilihat dengan
Pajak Daerah Kabupaten adanya prosedur
Pada Dispenda Minahasa pemungutan yang
Kabupaten Tenggara? belum sesuai dengan
Minahasa prosedur yang berlaku
Tenggara yaitu pada prosedur
pembayaran
2 AW Evaluas Bagaimana Pemungutan BPHTB
Santoso., | Pemungutan Bea | pelaksanaan diDPPKAD Kabupaten
G.B. Perolehan pemungutan Bea | Halmahera Utaratelah
Nangoi., Hak Atas Tanah | Perolehan Hak berjalan cukup baik
R.J. Dan atas Tanah dan karena belum semua
Pusung. Bangunan  pada | Bangunan(BPHT | prosedur terlaksana
(2015) DinasPendapatan, | B) dengan standar dan
Pengelolaan berdasarkan operasionalpemungutan
Keuangan Dan peraturan yang ada dan telah
Aset perundang berdasarkan Peraturan
Dagerah -undangan yang Daerah No. 3 Tahun
(DPPKAD) berlaku di 2011 tentang
Kabupaten Kabupaten PajakDaerah dan
HalmaheraUtara | HalmaheraUtara | Retribusi Daerah,
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Peraturan Bupati
tentang Sistem dan
Prosedur pemungutan
BPHTB juga ketetapan
-ketetapan dan Surat
Keputusan yang ada.

Elga
Anggraini,
Mochamm
ad

Djudi M,
Gunawan
Eko N
(2015)

Andisis
Andisis
Penerapan
Pemungutan Bea
Perolehan Hak
Atas Tanah Dan
Bangunan
(BPHTB)

Di Kabupaten
Malang

Bagaimana
Penerapan
Pemungutan Bea
Perolehan Hak
Atas Tanah Dan
Bangunan
(Bphtb) Di
Kabupaten
Malang?

Anaisis Penergpan
Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Malang
(Studi pada Dinas
Pendapatn Pengelolaan
Keuangan dan Aset Ka
bupaten Malang) untuk
mengetahui potensi
BPHTB, prosedur
pemungutan BPHTB,
faktor-faktor
pendukung dan
penghambat, dan
efektivitas pemungutan
BPHTB di Kabupaten
Malang.
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B.Kerangka Berfikir

Penerimaan dari sektor pgak adalah sumber penerimaan terbesar negara
Sebagal salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu
agar target penerimaan pgak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pagak yang terus
meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan
pendapatan negara dari sektor pajak.

Sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah,
baik provinsi, kabupaten dan kota berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) bagian
deerah daribagi hasil paak dan bukan pgak (BPHTB), dana adokas berupa
sumbangan dan bantuan pembangunan pusat kepada daerah, pinjaman daerah, dan
sisa lebih APBD sebelumnya. Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah adalah
pagak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Keterkaitan
pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) dapat dilihat pada gambar kerangka berfikir berikut ini:



Target Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)

A 4 A 4

Penagihan Pajak Bea Pemungutan Pajak Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Bangunan (BPHTB)

A 4
Realisasi Perolehan Pajak Bea Perolehan
Haka Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Gambar 11.1
K erangka Berfikir
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BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan
pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang melakukan
penelitian terhadap dua atau lebih variabel untuk mengetahui keterkaitan seluruh
variabel penelitian sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum.Dalam
penelitian ini, peneliti menganaisis pelaksanaan penagihan dan pemungutan paak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Langkat.

B. Defenisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasiona bertujuan untuk mendeteksi sgjauh mana suatu
variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Adapun definis operasional
penelitian ini adalah :

1. Penagihan pgak BPHTB merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk
menagih pajak BPHTB agar dapat memaksimalkan besarnya perolehan pajak yang
akan diterimaoleh pemerintah.

2. Pemungutan pgjak BPHTB merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah
untuk meningkatkan penerimaan serta memaksimalkan jumlah target yang dapat

diperoleh dari seluruh wajib pajak.

34
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C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Bapenda Kabupaten Langkat yang beralamat di
jadan Imam Bonjol No. 1 Telp.061-8910507 kode pos. 20815 dan

websitewww.langkatkab.go.id yang merupakan Badan pemerintah yang

berwenang mengelola perpajakan daerah.

2. Waktu Penelitian
Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan Desember 2017 sampai
dengan Maret 2018. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel I11.1
Schedule Proses Penelitian

Bulan pelaksanaan

Jadwal K egiatan Desember | Januari | Februari Mar et April

1 (2(3/4|/1/2/3/4/1{2|3{4|1/2/3/4/1|2|3/4

1.Pengajuan judul

2.Pembuatan Proposal

3.BimbinganProposal

4.Seminar Proposal

5.Penulisan Skrips

6.Bimbingan Skrips

7.Sidang megja hijau



http://www.langkatkab.go.id
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D.Sumber dan Jenis Data

Jenisdata

Jenis data dalam penelitian iniyaitu Datakuaitatif dan kuantitatif yang
diperoleh melalui berbagar macam teknik pengumpulan data, anaisis dokumen
diskus atau observasi. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui kualitas dari
sebuah objek yang akan diteliti berkaitan dengan analisis pelaksanaan penagihan dan
pemungutan pagjak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Sumber data

sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari
responden melalui kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara
peneliti dengan nara sumber”. Penditi memperoleh data sekunder penelitian pada

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan
metode pengumpulan data dengan carayaitu :

1. Wawancarayaitu dengan melakukan tanyajawab dengan subjek yang
berkaitan dengan analisis pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada Badan
Pendapatan Daerah K abupaten L angkat.

2. Studi dokumentasi yaitu mempelgari dokumen-dokumen yang terkait

dengan masalah atau data penelitian berupalaporan jumlah pendapatan
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paak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada
Badan Pendapatan Darerah Kabupaten Langkat, seperti Laporan Target
dan Redlisas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) tahun 2012 sampai tahun 2016.

F. Teknik Analisis Data
Teknik andisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskiptif,
yaitu suatu teknik analisis dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang
relefan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari
hasil yang diteliti.
Adapun tahapan daam penelitian yang dilakukan berkaitan dengan
pelaksanaan penagihan dan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)yaitu sebagai berikut :
1. Mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.
2. Menghitung jumlah target dan redisas pajak Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB).

3. Menganalisis jumlah penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB).

4. Mencari penyebab terjadinya realisasi perolehan tidak mencapai target Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

5. Menganalisa pengoptimalan perolehan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB)



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sgarah dan Struktur Organisas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Langkat

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Dagerah
Kabupaten Langkat Nomor : 01 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 23 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah Kabupaten
Langkat dan Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2015 tentang rincian tugas, fungsi

dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Dinas Pendgpatan Daerah Kabupaten Langkat resmi menjadi Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat pada tanggal 3 Januari 2017.Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat mempunyai motto pelayanan “STABAT”
yaitu Sapa dengan ramah, Tanya keperluannya, Atasi permasalahannya, Beri

pelayanan terbaik, Amanah menjalankannya, dan Teriimakasih.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat dibentuk berdasarkan
Peraturan Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah
Nomor : 06 Tahun 2016 tentang struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten
Langkat dan Peraturan Bupati Nomor : 66 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungs serta tata cara kerja Badan Pendgpatan Daerah

Kabupaten L angkat.
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Adapun yang memimpin Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sejak

dari masih Dinas Pendapatan sampa dengan sekarang ada ah sebagai berikut:

=

. Tammat Sitepu, SH (1995 s/d 1984 )

2. Nolong sembiring (1984 s/d 1986 )

3. Drs. H. Chairil Asyari (9 Oktober 1986 s/d 11 Oktober 1990 )

4. Drs. H. Masri Zein (1990 s/d 1994 )

5. Drs. H. Amiruddin Kahar (1994 s/d 1995 )

6. Drs. H. Mond. Hasby Nasution ( 19995 s/d 1997 )

7. Drs. H. Soendoko ( 1997 s/d 2000 )

8. Drs. H. Sukhyar Muliyanto, M.si (/Juli 2008 s/d Desember 2009 )

9. Drs. Marino Singarimbun ( Januari 2010 s/d Maret 2016 )

10. Dra. Muliani. S ( April 2016 s/d Sekarang )

Pada bulan April 2016 Dra.Muliani.S resmi menjadi Kepaa Dinas

Pendepatan Daerah Kabupaten Langkat menjadi Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten L angkat, maka beliau pun berubah jabatan dari Kepala Badan.
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2. Penerapan Penagihan dan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
Dan Bangunan (BPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Langkat

Pokok-pokok aturan tentang penagihan danpemungutan paak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah aturan-aturan pemungutan dalam
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang perlu dipahami dan
dimengerti oleh Wajib Pgjak dalam hal pelaksaanaan pembayaran pajak, Khususnya
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam ha Pelaksanaaan Pemungutan
Paak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang menggunakan
Sistem “Self Assesment” yang artinya Wajib Pajak dapat Menghitung, Membayar,
dan Melaporkan Jumlah pajak yang terutang secaralangsung. Pokok-pokok aturan ini
mengenai hal-hal seperti:
a.Peraturan Daerah Kabupaten Langkat No.1 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah danBangunan (BPHTB).
b.Dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di pungut pajak atas
perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan tarif 5% dari NJOP/ harga pasar
/ hargalelang.
c.Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan meliputi pemindahan hak karena:
1)Jual-beli
2)Tukar menukar
3)Hibah
4)Hibah wasiat

5)Waris
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6)Pemi sahaan dalam perseroan atau badan hukum lain
7)Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
8)Penunjukan pembeli dalam lelang
9)Pel aksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetgp
10)Penggabungan usaha
11)Peleburan usaha
12)Pemekaran usaha
13)Hadiah
14)Pemberian hak baru karena kel anjutan pelepasan hak atau diluarpelepasan hak
d.Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah nilai
perolehan objek pajak
e.Bila nila perolehan objek paak lebih rendahdari NJOP PBB maka yang dipakai
sebagal perhitungan BPHTB adaah NJOP PBB, begitu juga bila NJOP PBB lebih
rendah maka dari nila perolehan objek pajak maka yang dipakai adaah nilai
perolehan objek pajak .
f.Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi
atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan.
g-Wajib pagjak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi

atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan
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3. Prosedur Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Prosedur Pengenaan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
adalah suatu tata carapelaksanaan atas aturan-aturan dan ketetapan-ketetgpan dalam
perhitungan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terutang, beserta
saat dan tata cara Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang terutang. Dalam hal perhiyungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) pemerintah telah menetapkan Tarif yaitu sebesar 5% (Lima
persen) pada setigp pengenaannya, termasuk juga wilayah kerja Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Langkat. Perhitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) terutang berdasarkan Nilai Objek Pgak PBB Wajib Paak
teesebut yang dikurangi dari Nilai Perolehan Objek Pagak Tidak Kena
Pajak(NPOPTKP) ldu dikaikan tarif 5% (Lima persen), Pengenaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat juga dikalikan 50% (Lima Puluh
Persen) jika Nilai Jual Objek Pgjak didapat melaui Waris / Hibah Wasiat Y ang masih
dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu dergjat keatas
atau satu dergjat kebawah dengan pemberian Wasiat/ Hibah termasuk Suami / Istri.
Syarat pengurusan pembayaran Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan
adalah:
a.Surat permohonan
b.Foto copy KTP
c.Foto copy surat tanah
d.Foto copy SPPT PBB tahun berjalan

e.Foto copy pembayaran PBB (tidak adatunggakan)
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f.Mengisi balanko SSPD BPHTB
g.Surat kuasa wajib pgak yang dikuasaiSyarat pengurusan Restitusi/Kompensasi
pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB):

a.Surat permohonan

b.Foto copy KTP

c.Pembayaran asli BPHTB

d.Nomor rekening yang bersangkutan

e.Surat kuasa WP bagi yang dikuasa

Prosedur pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai

salah satu syarat pembuatan Akta Peralihan Hak Atas Tanah:

aKlien (penjua dan pembeli) dating kehadapan PPAT dalam rangka member
kepastian hukum atas pemegang hak atas tanah.

b.Petugas PPAT menerima persyaratan yang dibutuhkan yaitu: kartu tanda penduduk
kedua belah pihak (penjual dan pembeli), sertifikat tanah yang akan dijua belikan,
akta nikah penjual bagi yang berstatus menikah, bukti Pembayaran Pgjak Bumi
dan Bangunan (PBB) terakhir dan kartu keluarga penjual, kemudian petugas PPAT
memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut. Apabila persyaratan belum
lengkagpmaka petugas PPAT menyarankan untuk melengkapi dulu kepada klien.
Dari hasil kelengkapan persyaratan tersebut petugas PPAT membuat bukti
penerimaan persyaratan dan diserahkan kepada klien, sedangkan petugas PPAT
mengirimkan salah satu persyaratan yaitu sertifikat tanah bersama dengan surat
permohonan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasiona (BPN) untuk diperiksa

apakah sertifikat tersebut sesuai dengan datayang adadi BPN.
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c.Petugas BPN menerima sertifikat dan surat permohonan pengecekan kemudian
surat permohonan diarsip, selanjutnya petugas BPN mencocokkan sertifikat
dengan data yang adadi BPN. Sertifikat sesual atau tidak sesuai dengan data yang
ada di BPN.Petugas BPN membuat Surat Pemberitahuan yang diserahkan
kepetugas PPAT.

d.Petugas PPAT menerima suratpemberitahuan dan sertifikat dari petugas BPN.
Selanjutnya oleh petugas PPAT surat pemberitahuan dan sertifikat tersebut diarsip
dan jika data yang ada di BPN dengan yang ada di sertifikat tidak sesua maka
petugas PPAT membuat surat pemberitahuan ke klienbahwa data di sertifikat tidak
sesua dengan data yang adadi BPN selanjutnya PPAT menolak permohonan klien
untuk member kepastian hukum jua beli tanah tersebut, tetapi jika data yang ada
di sertifikat sesuai maka petugas PPAT menerima permohonan kliendan kemudian
memproses secara hukum jual-beli tersebut, yaitu petugas PPAT menambah
dokumen baru guna melengkapi syarat pembuatan akta jual-beli yaitu perhitungan
dan pembayaran Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(SSB) bagi pihak pembeli dan Surat Setoran Pgjak (SSP) pajak final bagi pihak
penjual .

€.SSB dan SSP dikirim ke klien untuk ditandatangani dan selanjutnya SSB dikirim ke
PPAT dan ditandatangani PPAT kemudian pegawai PPAT membayar BPHTB ke
Bank atau Kantor Pos dan Giro.

f.Petugas PPAT menerima bukti pembayaran BPHTB dari Bank atau Kantor Pos dan

Giro.
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g.Selanjutnya setelah bukti pembayaran BPHTB diterima, petugas PPAT mengirim
bukti tersebut ke klien untuk arsip dan petugas PPAT membuat Akta Jual Beli dan
kemudian dihadagpan PPAT ditandatangani kedua belah pihak dan PPAT itu
sendiri.

h.Akta Jual Beli rangkap 4 (empat), satu dikirim ke Tata Usaha, dua arsip dan satu
dikirim ke BPN untuk diteruskan pembuatan Akta Peralihan Hak.

i.Klien membayar biaya yang ditentukan ke bagian Tata Usaha , kemudia Tata Usaha
membuat bukti pembayaran dan kemudian sertifikat dan bukti pembayaran yang
diserahkan ke klien.

J.Klien menerima bukti pembayran dan sertifikat untuk arsip sementaraPengisian
SSB (Surat Setoran Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan)SSB digunakan
untuk pembiayaan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan
sekaigus digunakan untuk melgporkan data perolehan hak atas tanah dan
bangunan. SSB selain berfungs sebagai aat pembayaran atau penyetoran BPHTB
dan pelgporan data perolehan hak atas tanah dan bangunan juga berfungsi sebagai
aa Surat Pemberitehuan Objek Pgak Pgak Bumi dan Bangunan
(SPOPPBB).SSB terdiri dari 5 rangkap yaitu:

alLembar ke-1 : untuk Wajib Pajak.

b.Lembar ke-2 :untuk PPAT sebagai Arsip

c.Lembar ke-3 : untuk Kantor Bidang pertahanan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.

d.Lembar ke-4 : untuk Bank yang ditumjuk / Bendahara Penerimaan sebaga Arsip.
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4. Cara Menghitung BPHTB
Nilai Perolehan Objek Pgjak Kena Pajak adalah nilai perolehan Objek Pgjak
dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pgjak Tidak Kena Pgjak. Besarnya paak
yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pgak dengan nilai perolehan
objek paak kenapagak. Prosedur Penagihan BPHTBBangunan akan melaksakan
tindakan penagihan apabila pgak yang terutang sebagai mana tercantum dalam:
a.Surat Tagihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (STB).
STB adaah surat untuk melakukan tagihan pagak dan atau sanksi administarsi
berupabunga atau denda. STB diterbitkan apabila:
1)Pg ak yang terutang tidak atau kurang dibayar
2)Dari hasil pemeriksaan Surat Bea Perolahan Hak AtasTanah dan Bangunan (SSB)
terdgpat kekurangan pembayaran pgak sebaga akibat salah tulis dan atau salah
hitung.
3)Wajib pajak dikenakan sanks administrasi berupa bunga dan atau denda.Jumlah
pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STB sebagaimana
diumaksud dalam point a dan b ditamabah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% sebulan unbtuk jangka waktu paing lama 24 bulan sgak saat
terutangnya pajak. Sedangkan point c tidak ditambah sanksi karena tidak ada
sanksi atas sanksi. STB mempunya kekuatan hukum yang sama dengan Surat
Ketetgpan Pajak, sehingga penagihannya dapat dilanjutkan dengan Surat Paksa.
b.Surat Ketetgpan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar

(SKBKB)
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SKBKB adalah surat ketetgpan yang menentukan besarnygumlah pagak yang
terutang, jJumlah kekurangan pokok pa ak,besarnya sanksi administrasi, danjumlah
yang masihharus dibayar. SKBKB diterbitkan berrdasarkan dari hasil pemeriksaan
atau keterangan lain ternyata jumlah pgak yang terutang kurang bayar.
SKBKBdapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pgjak dalam jangka waktu 5 tahun
sesudah saat terutangnya paak. Jumlah kekurangan paak yang terutang dalam
SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan
(maksima 24 bulan) dihitung mula saat terutangnya pgak sampa dengan
diterbitkannya SKBKB dan ini disebut dengan Sanksi SKBKB.

c. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar
Tambahan (SKBKBT)
SKBKBT adaah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pagak
yang telah ditetapkan. SKBKBT diterbitkan gpabila ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang
terutang setel aditerbitkannya SKBKB. SKBKBT dapat diterbitkan oleh Direktrur
Jenderal Pgjak dalam jangka waktu 5 tahun sesudah saat terutangnya pajak.
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan paak
tersebut.

d.Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang menyebabkan jumlah pgak yang harus dibayar bertambah, setelah lewat

jatuh tempo tidak atau kurang bayar.
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Tindakan penagihan pajak, baik yang berkaitan dengan penagihan seketika
dan sekaligus, pemberitehuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan yang
berkaitan dengan penagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dilakukan oleh juru sita pgjak.
1)Jadwal Pelaksanaan PenagihanTindakan pel aksanaan penagihan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah danBangunan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan atau kuasa yang ditunjuk dengan mengacu pada ketentuan jadwal
waktu penagihan sebagaimana diatur dalam kuasa dalam Keputusan Menteri
Keuangan:

a)Tindakan penagihan diawali dengan penerbitan Surat Teguran setelah 7 hari sgjak
jatuh tempo pembayaran

b)Surat Paksa segera diterbitkan gpabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar
tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak lewat 21 hari sejak diterbitkan Surat
Terguran.
Penagihan dengan menerbitkan penagihan seketika dan sekaligus dilakukan
apabila:
a)Penanggung pajak akan meninggalakan Indonesia untuk selamalamanya atau
berniat untuk itu

b)Penanggung Paak menghentikan atau secaa nyata mengecilkan kegiatan
perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia,
ataupunmemindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai.

c)Terdgpat tanda-tanda bahwa Penaggung Pgjak akan membubarkan badan usahanya

atau berniat untuk itu.
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d)Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara

e)Terjadinya Penyitaan atas barang-barang Penanggung Pagjak olehpihak ketiga atau
terdgpat tanda-tanda kepailitan.

Apabila kepada Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Seketika dan
sekaligus, penerbitan Surat Paksa dapat dilakukan tanpa harus menunggu tenggang
waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan.
a)Surat perintah melaksanakan penyitaan segera diterbitkan apabila jumlah utang

pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penganggung paak setelah
lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberiyahukan kepadanya.

b)Apabila setelah lewat waktu 14 hari sgak tanggal pelaksanaan penyitaan, utang
paak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasioleh
penanggung pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pgak Bumi dan Bangunan
atau kuasanya mel aksanakan pengumuman lelang.

C)Apabila setelah lewat waktu 14 hari sgjak tanggal yang ditetgpkan masih harus
mengumumkan lelang, utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar
tidak dilunasi oleh penanggung pajak, maka Kepaa Kantor Pelayanan Pgjak Bumi
dan Bangunan atau kuasanya segera melakukan penjualan barang sitaan melalui
kantor lelang.

2)Pembagian hasil BPHTBPenerimaan Negara dari hasil Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dibagikan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.Untuk kepentingan pengembangan dan pembangunan daerah,

bagian Pemerintah Pusat sebagaimana di maksudkemudian dibagiakan lagi kepada
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seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota secara merataBagian Pemerintah Daerah
sebaga mana disebut diatas dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten /Kota dengan
dengan imbangan 20% untuk pemerintah propins yang bersangkutan dan 805
untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.Perhitungan Bagian Daerah
perinciannya sebagi berikut:

aBagian propinsi yang bersangkutan sebesar 16% atau 20% dari 80%

b)Bagian Kabupaten / Kota yang bersangkutan sebesar 64% atau 80% dari 80%.

5. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
Dasar Pengenaan Pgjak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adaah Nilai
Perolehan Objek Pajak (NPOP). Pada dasarnya ada 3 (tiga) jenis nilai (harga) yang
menjadi Nilai Perolehan Objek Pgjak yaitu:
aNila Pasar
b.Harga Transaks
c.Harga Transaks Risalah Lelang

Bila nilai pasar atau harga transaks yang menjadi Nilai Perolehan Objek
Pajak (NPOP) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jua Objek Pgjak
(NJOP) Pgak Bumi Bangunan (PBB),dasar pengenaan pajak yang dipakai adaah

NJOP PBB.
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B.Pembahasan

Bagaimana Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pagjak Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bapenda Kabupaten Langkat yaitu,
Menurut penulis Pelaksanaan Penagihan dan Pemungutan Pgjak Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Bapenda Kabupaten Langkat Penagihan yang
dilakukan di Bapenda Kabupaten Langkat di duga ketika jatuh tempo seharusnya
melakukan tindakan menegur atau mengingatkan kepada wajib pajak agar masaah
dalam penagihan dapat terselesaikan dengan cepat. Sedangkan Pemungutan yang
dilakukan pihak Bapenda ini diduga belum optimalnya mekanisme pihak Bapenda
selaku unsur pelaksana dan penanggungjawab dalam bidang pengelolaan daerah,
sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan pemungutan pgak BPHTB
belum mampu mencapai target penerimaan sesuai yang diharapkan.

Sedangkan Menurut teori Mardiasmo (2011, hd.125) bahwa “serangkaian
tindakan penagihan pgak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan
pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang disita’.

Menurut Siti Resmi (2013, ha.10) “untuk mencapal tujuan pemungutan pajak
perlu memegang teguh asas pemungutan pgak daam memilih aternatif
pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan asas
yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman asas perlakuan paak tertentu”

Adapun Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Pendgpatan Daerah
Kabupaten Langkat untuk meningkatkan Penerimaan BPHTB dan Hambatan-

hambatan yang terjadi dalam pel aksanaan pembayaran BPHTB yaitu:
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1.Kurangnya pemahaman Wagjib Pajak dan Notaris tentang Pendaerahan Bea
Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB) bahwa sudah menjadi Pgjak
daerah;

2.Adanya temuan data-data yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Notaris dan atau
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terkait dengan pemberkasan Surat
Setoran Pgjak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD
BPHTB);

3.Wajib Pajak terlambat menerima Surat Setoran Pajak Terutang (SSPT).

Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Langkat untuk Meningkatkan kontribusi pajak BPHTB pada Badan Pendgpatan

Daerah Kabupaten Langkat Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) yaitu:

1. Daam hal Pemeriksaan diupayakan untuk mengecek sebaik mungkin sehingga
kekurangan-kekurangan bayar akan terdeteksi oleh Petugas Dinas Pendapatan,

2. Mengecek langsung kelapangankesesuaian data yang telah diperoleh

3. Memberikan kepercayaan Wajib Pgjak Dalam hal Menghitung,Membayar dan
Melgporkan Pgak Terutang yang sesuai pemungutan dengan Sistem “Self
Asissment” .Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dalam Wilayah Kerja Badan Pendgpatan Daerah Kabupaten Langkat
lebih jelasnya dapat dilihat besarnya kontribusi pgak dalam sektor pgakBPHTB
dalam penerimaan pajak Bapenda Kabupaten Langkat yangdisgikan dalam tabel

dibawah ini:
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Tabel 4.1
Target dan Realisasi Perolehan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah K abupaten L angkat
Tahun 2012-2016

Tahun | Target Pajak Bea Perolehan | Realisasi Perolehan Per sentase %
Hak Atas Tanah dan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) Bangunan (BPHTB)
2012 8.500.000.000 8.834.958.844 103,94
2013 6.500.000.000 6.901.850.000 106,18
2014 6.500.000.000 3.180.953.308 48,94
2015 6.500.000.000 4.102.995.090 63,12
2016 6.500.000.000 3.854.310.944 59,30

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan data diketahui bahwa jumlah target dan redisas pgak
BPHTBmasih mengalami selisih yang cukup besar. Dimana pada tahun 2012 target
pagak BPHTBsebesar Rp. 8.500.000.000sedangkan redisasinya sebesar RP.
8.834.958.844, sehingga pencapaian perolehan pgak BPHTB sebesar 103,94 %.
Sementara itu pada tahun 2013 target pagak BPHTBsebesar Rp.
6.500.000.000sedangkan realisasinya sebesar Rp. 6.901.850.000, sehingga
pencapaan perolehan pgak BPHTB sebesar 106,18%. Selanjutnya pada tahun 2014
target pgak BPHTB sebesar Rp. 6.500.000.000sedangkan redisasinya sebesar
Rp.3.180.953.308, sehingga pencepaian perolehan pajak BPHTB sebesar 48,94%.
Sedangkan pada tahun 2015 target pgak BPHTBsebesar  Rp.
6.500.000.000sedangkan realisasinya sebesar Rp. 4.102.995.090, sehingga
pencapa an perolehan pgjak BPHTB sebesar 63,12%. Terakhir padatahun 2016 target
pagak BPHTBsebesar Rp. 6.500.000.000sedangkan realisasinya  sebesar

Rp.3.854.310.944, sehingga pencapaian perolehan pgak BPHTB sebesar 59,30%.
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Berdasarkan data juga diketahui bahwa jumlah target pgjak BPHTB serta
jumlah realisasi perolehan pajak BPHTB ternyata tidak sesuai sehingga belum seperti
yang diharapkan, dimana besarnya persentase tunggakan pajak BPHTB cukup besar,
ha ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak BPHTB yang diterapkan masih tidak
berjalan dengan bak, dikarenakan masih belum tepatnya penerimaan pajak BPHTB
yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya kontribusi pgak BPHTB dalam
meningkatkan penerimaan pajak dgpat dilihat dari klasifikasi kriteria efektivitas

perolehan pajak berikut ini :

Tabel 4.2
Kriteria Efektivitas Perolehan Pajak

Persentase Kriteria

> 100 % Sangat Efektif
90— 100 % Efektif
80-90 % Cukup Efektif
60— 80 % Kurang Efektif

<60 % Tidak Efektiif

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat

Berdasarkan klasifikas kriteria efektivitas perolehan pgak dapat diketahui
bahwa kontribusi pajak BPHTB dalam meningkatkan penerimaan pajak Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2012 sampa 2016 termasuk dalam
kategori rata-rata tidak efektif. Satu hal yang bisa dicermati, bahwa tidak tercgpainya
pemungutan keseluruhan daripgjak BPHTB yang sudah ditargetkan untuk daerah
Bapenda Kabupaten Langkat ini diduga belum optimalnya mekanisme pihak

Bapenda selaku unsur pelaksana dan penanggungjawab dalam bidang pengelolaan
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keuangan daerah, sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan
pemungutan pajak BPHTB belum mampu mencepal target penerimaan sesua yang
diharapkan.

Selain itu juga ditemukan fenomena-fenomena di lapangan seperti kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat khususnya wajib pajakdalam pembayaran pagak
tersebut, serta masih ditemui adanya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban
untuk membayar pajak dari segi jumlah maupun batas waktu yang telah ditetapkan
dengan bak, sehingga mempengaruhi kurang lancarnya proses administrasi
perpa akan.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan
pemerintah tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub sistem yang
terdapat pada struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang
merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan
untuk mencapai tujuan. Pandangan diatas dapat diartikan bahwa proses organisasi
adalah segala upaya dan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan sesua dengan
prosedur berdasarkan sistematika dan tata kerja yang telah disepakati demi
terwujudnya tujuan bersama dalam organisasi.

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi
memiliki arti penting didalam pencgpaian tujuan organisasi yang telah ditetgpkan,
sama halnya dengan penerimaan pajak BPHTB jika tanpa adanya tatakerja yang baik
serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, maka tujuan akan

sulit untuk dicapai.



BABV
KES MPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan andisa yang telah dikemukakan pada bab-bab

sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran yang

mencakup penilaian skripsi ini.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperolen dalam penelitian berkaitan dengan

kontribusi pgjak BPHTB dalam meningkatkanpenerimaan pajak daerah Kabupaten

Langkat adalah sebagai berikut;

1.

Prosedur Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan tata
cara perhitungan dan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) yang terutang berdasarkan pokok-pokok aturan yang telah ditetapkan

seperti Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%

. Adapun pelaksanaan penagihan dan pemungutan BPHTB dilakukan dengan cara

penagihan dengan surat teguran setelah jatuh tempo, surat paksa jika lebih dari 21

hari sgjak surat teguran diterbitkan.

. Nilai Perolehan Objek Pgjak Tidak Kena Pgjak (NPOPTKP) adash sebesar Rp.

60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) dan Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta
Rupiah) dalam hal Perolehan hak harena Waris dan atau Hibah

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khususnya di Wilayah Bapenda

Kabupaten Langkat disebabkan oleh kurangnya pemahaman Wagjib Pajak dan
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Notaris tentang Pendaerahan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan
(BPHTB) bahwa sudah menjadi Pgjak daerah; adanya temuan data-data yang tidak
sesua yang dilakukan oleh Notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
terkait dengan pemberkasan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB); Wajib Pajak terlambat menerimaSurat

Setoran Pgjak Terutang (SSPT).

B. Saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan demi kelancaran

operasional perusahaan dimasa yang akan datang ada ah sebagai berikut;

1.Hendaknya Bapenda Kabupaten Langkat melakukan sosialisasi yang lebih intensif
mengenal Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah menjadi
pajak daerahagar |ebih bisa dipahami dan dilaksanakan oleh wajib pajak.

2.Hendaknya Bapenda Kabupaten Langkat meningkatkan kinerja para Pegawai di
Bapenda Kabupaten Langkat tersebut agar pelaksanaan penerimaan pajak dan
data-data pgjak dapat terarah sesuai ketentuan yang berlaku.

3.Hendaknya Bapenda Kabupaten Langkat dalam ha Pemeriksaan diupayakan untuk
mengecek sebaik mungkin sehingga kekurangan-kekurangan bayar akan terdeteksi
oleh Petugas Bapenda dan mengecek langsung kelgpangan kesesuaian data yang

telah diperoleh.
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DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pembayaran pajak BPHTB di BAPENDA Kabupaten Langkat?

2. Bagaimana prosedur pembayaran BPHTB sebagai salah satu syarat pembuatan akta
peralihan Hak Atas dan Bangunan?

3. Apayang menyebabkan Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah
Kabupaten Langkat tidak tercapai pada periode 2014-2016?

4. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak BAPENDA Kabupaten Langkat untuk
meningkatkan penerimaan BPHTB?

5. Apakah dalam proses BPHTB harus mempunyai NPWP?

6. Bagaimana alur pelayanan Validasi dalam proses BPHTB?

7. Apa saja syarat pengurusan dalam pembayaran BPHTB?

8. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB?

9. Bagaimana tindakan penagihan pajak, baik yang berkaitan dengan penagihan
seketika dan sekaligus dalam BPHTB?

10. Siapakah yang melakukan tindakan pelaksanaan penagihan dalam BPHTB?



